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A. Pendahuluan

Pendidikan di Indonesia secara umum terdiri dandmékan formal , non
formal dan informal. Dalam makalah ini yang menjddcus perhatian adalah
pendidikan formal di Perguruan tinggi.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2@88ng Sistem Pendidikan
Nasional ( Sisdiknas ), pasal 15 menyebutkan bahwa:

Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejyrakademik, profesi, vokasi,
keagamaan, dan khusus.

Lebih lanjut diuraikan dalam Tambahan Lembaran Kedal No. 4301
bahwa yang dimaksud dengan Pendidikan umum adataliggkan dasar dan
menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuguip&riukan oleh peserta
didik untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yaegith tinggi. Sedangkan yang
dimaksud dengan Pendidikan kejuruan adalah peratidiknenengah yang
mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekdgklm bidang tertentu..
Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggigmm sarjana dan pasca
sarjana yang diarahkan terutama pada penguasaglimdieiu pengetahuan tertentu.
Dan pendidikan profesi merupakan pendidikan tirgggelah program sarjana yang
mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjdangan persyaratan keahlian
Khusus.

Pendidikan profesi dituntut secara khusus menmgekan Iulusannya
menjadi tenaga ahli , siap kerja , mudah beradamtasgan lingkungan dan
perubahan, serta mampu mengembangkan diri sesugamlé&ebutuhan dunia kerja.

Membahas pendidikan tinggi, yang mana menjadi m@asasisi untuk
menjadi profesional timbul berbagai permasalahaacara makro dikelompokkan
dalam empat katagori yakni pemerataan, relavafedifitas dan efisiensi. Berbagai

hal yang dapat muncul kepermukaan dan secara mergadi masalah pendidikan



dipandang dari sudut pandang proses pendidikanpuatielienvironment , Sumber

daya manusia, sistem pembelajaran, kurikulum, pgsan kebutuhandémand

driven), serta kebijakan pemerintah (terjadinya desesésl di masing-masing
propinsi otonomi daerahlink match dengan industri). Dari sudut pandang
masyarakat pengguna tenaga kerja, permintaan pasaga kerjarfarket drivep,
kualifikasi lulusan di dunia kerja serta profesilkgraenya.

Dari beberapa uraian permasalahan dalam pendidiledaim uraian ini lebih
memfokuskan pada masalah relevansi kurikulum pémiiddengan pasar tenaga
kerja. Sementara ini perguruan tinggi dengan hatnahinya melaksanakan
pendidikan berjalan dalam relnya dengan mengacu bijdd&n pemerintah
dianatanya adalah :

1. Berdasarkan UU No. 2 tahun 1989 tentang Sistim idé@h Nasional yang dapat
dilihat di lampiran 1. beserta PP No. 30 (melarpetaksanaan program-program
MBA tsb.), selain itu dua jenis program pendidikamitu pendidikan akademik dan
pendidikan profesional — sumber : lampiran 1.

2. Salinan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Ripultndonesia No.
178/U/2001 tentang penulisan gelar dan lulusamgyvaan tinggi. — sumber :
lampiran 2.

3. Menurut PP 60 DIKTI tahun 1999 dimana lulusan pergo tinggi harus
profesional “Tujuan dari pendidikan tinggi adalalempersiapkan tenaga muda
untuk mengembangkan pengetahuan dengan kemampkadenak dan
professional di dalam mengimplementasikan, membarmgun memilih komunitas
keilmuan.” - sumber :http: //www.dikti.org/ pp_60_th_1999.htm.

4. Tentang Salinan Keputusan Menteri Pendidikan Nasi®epublik Indonesia No.
176/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan dglingada bagian ini
menyatakan bahwa pada dasarnya pendidikan yang rbaiighasilkan 2 jenis
lulusan, yaitu : gelar akademik seperti : DR, MWA, drs, sh, ir dan gelar
profesional seperti MBA, MM DBA, CCNA, CISA dan felain.

5. Tata cara penentuan stdndar kompetensi berdas&dgamusan menaker No.
227/MEN/2003.



Sedangkan di dunia kerja berpacu dalam relnya délarsaing mengikuti
perkembangan global. Dengan demikian diasumsikamadperguruan tinggi dan
dunia kerja tidak pernah bersinggungan, sehingganungkinkan tedapatnya
kesenjangan anatara kualifikasi lulusan dengantlkéln tenaga di dunia kerja.

Permasalahan utama yang akan dikaji adalah releiankulum terhadap
kebutuhan pasar kerja dan proses pembelajaran tejayli adalah beberapa
permasalahan yang terjadi di perguruan tinggi. kdum yang akan menjadi

project penelitian adalah pada perguruan tinggamdinformatika

B. Konsep Teori
a. Pengertian Kurikulum

Istilah kurikulum berasal dari bahasa latin yangaktejalur pacu. “Siswa
bersekolah diibaratkan sedang berpacu menuju dgaish dengan mata ajaran
sebagai jalur pacunya, sedangkan garis finishngkahdjazah yang diterima sebagai
tanda kejuaraan”

Kurikulum sebagai materi ajaran atau daftar masaaaj yaitu semua yang
diberikan atau disampaikan Guru kepada siswa. Apag diberikan atau
disampaikan tersebut bisa mencakup keseluruha@uasu mata ajaran, dan bisa juga
merupakan pokok-pokok bahasan ( topik-topik et#r dari mata ajaran tersebut.

Pengertian lain dari kurikulum adalah: “Sebuah do&n berupa GBPP
(Garis-garis Besar Pokok Pengajaran). Dan ada yagg mengartikannya sebagai
Rencana Pengajaran yang disusun oleh &alam UU Sisdiknas 2003, kurikulum
dinyatakan sebagai seperangkat rencana pembelajaesigenai isi dan bahan
pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedpeayelenggaraan kegiatan
belajar mengajar. Pengertian kurikulum ini tidaknys mencakup apa yang
diberikan/disampaikan oleh Guru dalam silabus, ptefaga mencakup proses
pembelajarannya.

Konsep yang bersifat luas tentang kurikulum bedkaitlengan proses
pembelajaran dikemukakan oleh Hilda TabaHilda Taba menyatakan bahwa hal

yang penting dalam proses pembelajaran adalahaf@ngn nyata yang didapatkan

! Munandir, Ensiklopedia Pendidikan, (Malang : UM Press, 2001), h. 145
> Ibid, h. 145
% AV. Kelly, The Curriculum Theory and Practice, (London : Harper & Row Ltd ), h. 3



oleh anak didik dan hasil yang dikehendaki kdtiku Sependapat dengan Hilda
Taba, Stenhousé menyatakan bahwa dalam merencanakan kurikulumsfolu
adalah pada hubungan dua hal yaitu pengalamara ny@n juga hasil yang
dikehendaki. Kedua hal tersebut terkait dalam pdsydran teori maupun praktek.
Pengalaman nyata yang dimaksud oleh Hilda Taba, gidukung oleh Gene E Hull
& Howard L Jone3yang menyatakan bahwa pengalaman pada saat blefajss

sesuai dengan kondisi kerja yang sebenarnya.

b. Tujuan Kurikulum

Dalam pengertian kurikulum yang telah penulis wnaikliatas tersirat adanya
tujuan, yaitu tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum adh segala apa yang hendak
dicapai dalam pelaksanaan kurikulum tersebut, yatuyang terjadi pada diri siswa
setelah memperoleh serangkaian pengalaman belaejgertis yang diekpresikan
kurikulum itu.

Krathwol dalam AV Kelly menyatakan bahwa tujuan akan menjadi acuan
bagi Guru untuk perencanaan dan pelaksanaan kumkuiu sendiri. Munandir
menjelaskan bahwa tujuan kurikulum dapat dibedakenjadi tiga jenis, yaitu:

1. Tujuan jangka jaulf Aims ),adalah tujuan yang kaitannya dengan tujuan
pendidikan nasional.

2. Tujuan umum ( Goals ) adalah tujuan yang mengacapeeyang mau dicapai
suatu bidang studi atau mata ajaran secara umgarasgaris besar, dan

3. Tujuan khusus ( Objectives ) adalah tujuan mengsea hasil pembelajaran

yang terjadi pada diri siswa”7.

c. Pengembangan Kurikulum
Paham baru dalam dunia pendidikan menyatakan badiakaada kurikulum
yang berlaku selaman¥a Kurikulum bersifat dinamis dalam pengertian bahw

kurikulum tersebut harus ditinjau secara terus enex Hal ini disebabkan

4 g .

ibid, h.5
® Gene E Hull & Howard L.Jones, Competency Based Education , (New Jersey : 1976),h. 11
® A.V Kelly, loc. Cit, h. 27

" Munandir, loc. cit, h. 177
8 Munandir,, loc. cit, h. 152



paradigma pendidikan yang mana dituntut untuk rhasigkan lulusan yang
berkualitas dengan program yang sesuai dengamamndunia kerja.

Kesesuaian dengan tuntutan dunia kerja adalahk appating dalam
kurikulum. Bila kurikulum tidak sesuai dengan kaeihan peserta didik dan
kebutuhan masyarakat, dapat dikatakan bahwa kunkutersebut tidak ada
manfaatnya. Dengan kata lain kurikulum harus sederagan perkembangan ilmu itu
sendiri, perkembangan teknologi, tuntutan zamanagiisipasi kecenderungan masa
depan.

Perubahan kurikulum pada dasarnya dapat dilakukka @tas dasar
rekomendasi dari hasil penilaian yang menyatakdiwhapelaksanaan kurikulum
tersebut dinilai gagal mencapai tujuannya. Ataukkilum tersebut tidak cocok
lagi dengan keadaan dan tuntutan yang ada, dikeaernalah terjadi perubahan pada
masyarakat, misalnya perubahan ketatanegaraanpratrintahan yang ada.

Pada dasarnya perubahan kurikulum mencakup sehspek, mulai dari
tujuan, rancangan, isi, lingkup, dan penilaian,. daldlan and Stieger dalam James
B.Ellswot’, menyatakan bahwa makna perubahan dalam duniddjiend adalah
perubahan konteks kurikulum dan perabgtada apa yang dilakukan Guru.
Selanjutnya Fullan and Stieger menguraikan fakienentu perubahan dalam
implementasi kurikulum adalah stakeholder yangitiedéri Guru, Kepala sekolah,
Konsultan pendidikan, Masyarakat termasuk oraagiswa dan Pemerintah.

Perguruan tinggi sebagai Institusi Pendidikanueya perlu membangun
suatu kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pasbherapa ahli menggambarkan
taxonomy yang direpresentasikan hubungan suppber wker didalam memilih
kebutuhan fasilitas , memilih konstruksi untuk kethan pendidikan tinggi dan
diintegrasikan antara peningkatan pendidikan tinggn perencanaan transisi
pendidikan profesi.

Taxonomy hubungan pengguna dan pensuplai pada diesdi tinggi
digambarkan oleh Keris (1982) dalam varying missemd objective sebagai
berikut:

® James B Ellsworth, loc.cit, h.84
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Gambar : 2

Sistem hubungan klasifikasi antar quadrant supjléT user di pendidikan
tinggi, terbagi 2 yaitwser pasive danuser aktive dimana untuk user pasif dapat
dilakukan dengan apprentiogigang (memulai program sesuai brand image
spefikasi supplier) dan penyesuaian konswuosgume (dengan melakukan
pendidikan sesuai spesifikasi user). Sedangkankuaser aktif dapat dilakukan
dengarclient (melakukan program regular full time berdasarkaesgikasi supllier)
dan program pelangganistomer (dengan pengayaan diri untuk personal
berdasarkan personal disesuaikan spesifikasi user)

Perubahan kurikulum yang dikemukakan Bary Mac Mibdan Rob Walker,
1976, Open Dooly London dalam diagram berikut :

Motivation : survival of Developers World|  Product
Idealization

Product

otiations with teachers
Motivation : survival of Work Product

Implementation

World of Professional
Practice



Paradigma pendidikan yang bersifat akademisi datutan dunia kerja yang
profesional. Conny Semiawan, Th.l. Setiawan dariarti mengatakan (2005)
“Pada dasarnya antara kedua jalur ini tidak terdégabok pemisah yang kaku,

fleksibilitasnya dapat dilukiskan dengan sketsawih ini “:

Kel. Mat. Kul Scientific

Kur Kel. Mat.
akademis Kur
Profesional

=<
o \

Kemasan jalur scientific Kemasan jalur profesi

Gambar : 3
Kemasan Jalur Scientific dan Jalur Profesi

Pertumbuhan adalah merupakan factor utama secammificgnt
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu bangsasbadra langsung dan tidak
langsung, untuk itu perlu dikembangkan pendidikaofgsional bagi kebutuhan
lapangan kerja.

Dalam “Education for All” diabad 21 dinyatakan bahwiperlukan tenaga
pendidik yang profesional, ada beberapa karakilepsindidikan profesional, diabad
ke 21 ini tidak ada negara didunia ini yang tida&nerapkan wajib belajar. Negara
Amerika menerapkan wajib belajar 12 tahun, Ingas derman menerapkan wajib
belajar 10 tahun, dan Indonesia menerapkan wajdjared tahun, dan Afrika dan

Asia sebesar 6 tahun.



Selain itu kualitas manusia terdidik tidak hany#elektual, kemampuan
vokasional dan rasa tanggung jawab kemasyarakieamanusiaan dan kebangsaan
juga meningkat, serta heterogenitas pendidikan.

Berangkat dari heterogenitas klasifikasi professiodalam merancang dan
mengembagakan kurikulum meliputi : (1) merancan@gmm pembelajaran
termasuk menyusun sylabus, (2)) melaksanakan, mgimimnengelola dan menilai
program pembelajaran, (3) mendiagnosa masalah alabdtan peserta didik dalam
proses pembelajaran dan menguasai kompetensi yatgp#tan, (4) menyusun dan
merancang berbagai pilihan yang harus dikembandéeampat gugus kemampuan
professional hal diatas harus ditunjang :

1. karakteristik peserta didik

2. ilmu pengetahuan sebagai objek belajar dan “waysarhing” atau “mode
of inquiry”,
hatekat tujuan pendidikan dan kompetensi yang tdioapaj

teori belajar umum dan khusus

model pembelajaran sesuai dengan bidang,studi

teknologqi pendidikan

N o 0o &~

system dan teknik evaluasi

c. Kompetensi Tenaga Kerja

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi melajputksan menteri No.
227/MENAKER/2003, telah membuat klasifikasi kommesieprofesi pada masing-
masing bidang profesi yang disebut dengan STANDABMPETENSI KERJA
INDONESIA. Yakni berisi kualifikasi kompetensi yaulituntut di dunia kerja pada
masing-masing bidang yang disesuaikan dengan pkadidormal yang dimiliki
calon tenaga kerja. Tetapi belum semua bidang grafgemilikinya. Dengan
mengacu dari estandar kompetensi tersebut pendidikanengah (SMK) telah
memanfaatkan dengan menyususun kurikulum vocatidaal technology dengan
berbasis kompetensi sesuai dengan estandar dujaq kedustry based curuculum )
sedangkan strategi pembelajaran yang dipergunakiataa Competency based

Training.



Dalam rekrutmen karyawan dunia kerja telah menggamacuan standart
kompetensi, bagaimana posisi perguruan tinggi dafmiaksanaan pendidikan

dengan mengacu pada kompetensi ?

C. Pembahasan
Keberhasilan suatu inovasi pendidikan, khususngeaasi dalam pengenalan
pelaksanaan Kurikulum sebagai contoh kelompok kamengambil contoh
Kurikulum Berbasis Kompetensi sangat bergantungapseberapa jauh dimensi
koordinasi dapat dilakukan secara efektif dan kakaiii antar ‘stakeholdéer yang
terkait. ‘stakeholderyang terkait dalam pelaksanaan dan pelaksanaakukum itu
meliputi , proses jalur akademik :
Lembaga Pendidikan Guru pra jabatgre{service training institution seperti
LPTK, IKIP, Universitas, STKIP.
Institusi Pembina Guru dalam jabatalm-g¢ervice Trainning Prograin seperti
PPPG, BPG, Direktorat Dikdasmen, Dinas Pendidikan.
Pusat Kurikulum Pusat Perbukuan
Masyarakat seperti pemerhati pendidikan, Lembagad8ya Masyarakat, parpol,
organisasi non partisipan
Perguruan Tinggi,
Kelompok Asosiasi,

Prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam koasliradalah “kesamaan
visi” dan “keserasian langkah” sehingga sekolah dmkkan akademis tidak
kebingungan ketika akan memulai untuk menerapkarrikflum Berbasis
Kompetensi. Dalam kondisi ini, perguruan tinggi rusaberada pada titik pusat
“networR yang simpul-simpulnya menyertakan stdkeholder lain yang
berkepentingan dengan pendidikan akademis baiknkieygan pembinaan maupun
kepentingan pemanfaatannya.

Sedangkan untuk kurikulum jalur professional
Lembaga Pendidikan Universitas
Institusi Pembina Guru dalam jabatalm-g§ervice Trainning Prograin seperti

PPPG, BPG, Direktorat Dikdasmen, Dinas Pendidikan.



Kelompok Asosiasi contoh APTIKOM(Association Pengam Tinggi Komputer ),
ACM (Association Computer Machinery)

Pusat Kurikulum Pusat Perbukuan

Universitas (dosen & rector & Pengurus Yayasan)

Masyarakat seperti pemerhati pendidikan, Lembagad8ya Masyarakat, parpol,
organisasi non partisipan dan orang tua Mahasiswa

Dewan Pendidikan Komite Sekolah

Beberapa ciri koordinasi efektif itu antara lain
« Semua keputusastakeholder mengalir cepat kestakeholdér lain yang ada dalam

jaringan etwork systejn

Semua kegiatarstakeholderuntuk membina sekolah harus ada dalam payung

visi yang jelas dan telah disepakati bersama

Satu masalah dalam simpul jaringan harus dieasadan dipecahkan oleh semua

“stakeholdéetyang terkait

Tersedianya laporan tertulis yang lengkap daci oleh masingmasingtakeholdet

Semua keputusan, kegiatarstdkeholder tidak melemahkan profesionalisme
guru/kepala sekolah dan sekolah

Semua bentuk/gagasan pembinaan untuk sekolah perfuenuhi empat
prinsip manajemen, yaitu P (Planning), O (OrgamjginA(Actuating), dan C
(Controlling) Khusus yang berkaitan dengan “legadis pada penerapan Kurikulum
Berbasis Kompetensi adalah kepastian “kapan langclKBK dimulai” dan
“bagaimana tahapan-tahapan implementasinya” séidpa strategi/pola
desiminasinya”.

Semua ini telah ditetapkan dalam satu keputusaremeRenetapan ini akan
berimplikasi pada pola penyempurnaan pendidikarolabkdi sekolah/perguruan
tinggi seperti tentang sistem ujian akhir, systeengsimaan siswa/mahasiswa baru,
mekanisme penyediaan dana, atau pada mekanisnadissssj baik sosialisasi dari

tingkat pusat ke daerah atau dari tingkat daeraekelah.
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Industries Base Training Curriculum

Kurrikulum disusun berdasarkan pelatihan-pelatireau peningkatkan
melalui standar kompetensi tertentu, pada tulisaruntuk kebutuhan pendidikan

menengah dan pendidikan tinggi.

stakeholder

Konsep Standar

input Kompetens

—

Link andm

Lingkungan
Industri

Gambar : 4
Industries Base Training Curriculum

Konsep Standar Kompetensi Indonesia

Dikembangkan oleh stakeholder dan ditetapkan petaéri melalui
departemen tenaga kerja .Proses pengembanganralaukdih melalui beberapa
metoda diantaranya adap and adobt, benchmark, derbikasi . Berdasarkan
diagram diatas maka yang menggunakan standar kengpedadalah masayarakat
dunia kerja, pendidikan formal maupun non formaitasestake holder dalam

menentukan dan mengembangkan dikemudian hari.

Kerjasama Pendidikan Tinggi dengan Sektor Swasta

Perlu melakukan kerjasama mutualisme yang haruakukbn antara
perguruan tinggi dengan sektor swasta untuk mesigdteterbatasan anggaran
penyelenggaraan pendidikan secara berkualitas sia mmendatang dapat dilakukan

dalam berbagai bentuk. Salah satu bentuk yang spatgnsial adalah Model Zinser
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(dalam Mattews dan Norgaard, 1984:142) yang menepatkan kemitraan antara
perguruan tinggi dengan industri dalam rangka melhggana didasarkan pada
kebutuhan dan kepentingan berbeda. Strategi kemitrgang dimaksudkan
diwujudkan dalam bentulh Typology of Industry-Academica Collaborati@at
gambar)yang terdiri dari enam tipe : (1) Kontribu&ontributions),(2) Pembelian
(Procorements)(3) JaringanNetwork),(4) Pertukararf{Exchanges)(5) Kooperatif

(Cooperative)dan (6)Joint venture

Distant Interaction
{Greater sutonomy,
limited ohligation)

1. Contributions (Phil antropy)

2. Procurement (Purchase)
3. Linkages (Networks)

a) Technolezy Transter Programs
4. Exchange —

by Industrial Liatson (Affiliate) Programs

a) Peer Collaboration
b} Eesearch Agreements
o) Eeszearch Consortia
dj Eesearch Centers
(Tniversity Based)
e) Eesearch Laboratories
(Industry Based)
f) Research Industrial
izollectives Parks

5. Cooperatives S

a) Joint BEesearch Ventiures
6. Joint Ventures ——

EEEEIZE,

b)Y Jeint Business Ventures

Intimate Interact on
(Greater commitments
and obligationsg)

Tipe 1: Kontribusi (Contributions)
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Berdasarkan model tersebut, perguruan tinggi damakpiswasta dapat
melakukan kemitraan kontribusi yaitu masing-magiittak memberikan sumbangan
dan bersifat sukarela. Misalnya, industri memberiskambangan sejumlah dana dan
peralatan kepada perguruan tinggi, sebaliknya peagutinggi dapat memberikan
kontribusi layanan dan hasil penelitian kepada strilyyang dilakukan secara sukarela.
Tipe 2: Pembelian (Procorements)

Pembelian produk yang berbeda dari perguruan tikggiada industri dan
sebaliknya juga dapat dilakukan. Melalui tipe irérguruan tinggi dapat membeli
layanan industri yang memiliki keunggulan keahlsau peralatan, sedangkan industri
dapat mengeluarkan dana untuk mendapatkan layagragujan produk, pendidikan,
dan latihan dari perguruan tinggi.

Tipe 3: Jaringan (Network)

Suatu mekanisme yang membentuk komunikasi dan @@Ememasalah antara
kedua belah pihak (perguruan tinggi dan industsgloutnya dengan jaringan, Jaringan
informal hingga keperingkat kelembagaan dapat dillemelalui jaringan ini. Model
mekanisme ini, antara lain berupa didirikannya &anprogram sponsor yang
menyelenggarakan aktivitas kontrak penelitian daimnlya. Selain itu, kegiatan-
kegiatan yang berbentuk liaison yang dilaksanakashagurusan atau fakultas untuk
menjalin komunikasi yang lebih baik. Salah satuuamkeberhasilan di bidang ini
adalah di Jepang yang mengandalkan hubungan perBana dosen aktif dalam proses
rekrutmen tenaga ahli untuk industri dan terjalahybungan yang akrab antara alumni
yang bekerja di industri dengan para dosen seotgadif (Sonhadji, 1992).

Tipe 4: Pertukaran (Exchanges)

Pertukaran yang menyangkut hubungan formal dalaiemnigi perdagangan, aset,
dan pertukaran pengetahuan antara perguruan tidgggan industri. Program
pertukaran ini dapat berupa : (1) program pertukaieh teknologi (penemuan baru)
dari perguruan tinggi ke industri untuk dikomersiasi, imbalannya perguruan tinggi
mendapatkan royalti, (2) program afiliasi yaitugueuan tinggi memberi akses tenaga
ahli bagi industri dan perguruan tinggi mendapattana dari akses tersebut.

Tipe 5: Kooperatif (Cooperative).
Ada beberapa model yang dimulai dari kerjasamalsitimgga kompleks dan

formal terdapat dalam bentuk kooperatif. Model &ssjma yang dimaksudkan meliputi
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. (a) kerjasama sejawat (ilmuwan dan industri lieraksi untuk melakukan penelitian
bersama dalam berbagai tema atau topik yang mesgadian kedua belah pihak), (b)
perjanjian penelitian (perjanjian penelitian antpeaguruan tinggi dengan industri), (c)
konsoria penelitian sebagai mekanisme perguruggityang terlibat dalam penelitian
dengan industri, (d) pusat penelitian yang berbperguruan tinggi, (e) laboratorium
yang berbasis industri, (f) penelitian kolektof deawasan industri sebagai salah satu
bentuk kerjasama jangka panjang dan memiliki kawasang luas antara perguruan
tinggi dengan industri.
Tipe 6: Joint venture

Strategi tersebut tentunya masih harus ditindaktanjeh perguruan tinggi jika
mengembangkan kemitraan dengan industri sesuai aderkemampuan yang
dimilikinya. Selain itu, sebenarnya masih banyaknpeharuan kemitraan yang dapat
dikembangkan dengan pihak lain yang ada di masgatais. Implikasinya adalah jika
program-program kemitraan dapat diselenggarakaaradaik, imbalan dari pihak lain
ke perguruan tinggi dapat ditingkatkan dan dipem&ian dalam waktu yang relatif
lama

PP No. 60 tahun 1999 dan PP No. 61 tahun 1999 asgbentelah memberikan
rambu-rambu yang relevan, khususnya dalam rangkaggaé sumber dana yang
berasal dari masyarakat, bahwa pada dasarnya pargtinggi diberikan peluang untuk
berusaha meningkatkan penerimaan dana dari masyat@lasarkan atas pola prinsip
tidak mencari keuntungan. Perguruan tinggi dapathlereatif dan aktif dalam
meningkatkan penggalian dana yang berasal dari arasat. Keberhasilan perguruan
tinggi dalam bidang ini tidak cukup dengan adaniay@ng mengaturnya tetapi jauh
lebih penting kesiapan dan kemampuan perguruamitingtuk menindaklanjutinya.
Kesemuanya itu tidak ditentukan oleh pihak lairapetsangat ditentukan baik oleh

perguruan tinggi maupun pihak swasta.

Kontribusi Sektor Swasta

Berdasarkan uraian yang dipaparkan pada bagiatusaig, kontribusi nyata
sektor swasta untuk meningkatkan kualitas pendidikaggi di Indonesia dapat
diklasifikasikan mulai dari yang paling sederhamaba yang paling kompleks sebagai
berikut :
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Pertama sektor swasta dapat memberikan sumbangan daifabessgkarela.
Sumbangannya berupa dana dan peralatan kepadaryzergtinggi, termasuk di
dalamnya beasiswa yang diberikan kepada para nsafssian dosen untuk studi
lanjut.

Kedug sektor swasta dapat mensponsori dan membeli-tnasil penelitian
yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan keduahbgihak, mengeluarkan dana
untuk mendapatkan layanan pengujian produk, pekatididan pelatihan dari perguruan
tinggi. Berbagai kendala yang sering timbul di lagen, kedua belah pihak masih
belum menemukan kebersamaan/kesepakatan yangpkhara

Ketiga, sektor swasta menyediakan kantor program spongang
menyelenggarakan aktivitas kontrak penelitian dainnlya yang dilaksanakan oleh
jurusan atau fakultas untuk menjalin komunikasigyébih baik. Pola ini sebenarnya
ideal untuk membangun aktivitas yang prospektif gegstisius di masa depan, tetapi
masih belum dianggap penting atau tidak proakinffa menunggu) maka pola ini
masih harus diperjuangkan secara terpadu.

Keempat sektor swasta dapat memberikan kesempatan keeagaruan tinggi
dalam bidang perdagangan, aset, dan pertukaraetadngn. Programnya dapat berupa
alih teknologi dan pemberian royalti.

Kelima, sektor swasta secara aktif dapat menawarkan gogterjasama
sejawat untuk melakukan penelitian bersama, péanpenelitian, konsorsium
penelitian, pusat penelitian, laboratorium yandobseis industri, dan penelitian kolektif
dalam jangka panjang.

Keenam sektor swasta dapat melakukan joint research uxemnt melalui
pembentukan pusat penelitian bersama dan hasildggatjunakan baik oleh perguruan
tinggi maupun pihak swasta, dan joint research urest untuk mendirikan pusat
penelitian dalam rangka mengembangkan berbagaimtesauan baru.

Struktur organisasi yang jelas untuk mewujudkagelkama yang optimal antara
perguruan tinggi dengan sektor swasta dalam ramgkangkatkan kualitas pendidikan
tinggi sangat diperlukan. Struktur yang dimaksudkdak terlalu kompleks, didasarkan
pada aktivitas yang utama secara fleksibel, daratddipahami dan disepakati oleh
kedua belah pihak. Artinya, struktur organisasidgpat berbentuk flat sehingga tidak

memerlukan perjalanan aktivitas (prosedural) yaagang.
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Orang-orang yang ditunjuk untuk menjalankan aldwiini perlu dipilih secara
fair, mampu bekerja secara optimal, dapat mengembainutama, dan dapat diterima
oleh kedua belah pihak. Melalui orang-orang septrtah kontribusi sektor swasta
kepada perguruan tinggi dapat berjalan dengan lkai&litas pendidikan tinggi di
Indonesia secara bertahap dan berkelanjutan daipakdtkan.

Implikasinya adalah perguruan tinggi dapat membapé&merintah dalam
mengatasi keterbatasan dana untuk penyelenggaramdidikan tinggi secara
berkualitas. Pemerintah sendiri sadar bahwa dengarerbatasan dana yang
diberikannya itu tidak mencukupinya, sehingga otondalam bidang keuangan di
perguruan tinggi (PP No. 60 tahun 1999) merupak#ahssatu langkah terobosan yang
patut direspon secara positif oleh setiap pergutinggi di Indonesia. Implementasinya
memang memerlukan waktu secara bertahap dan bejkela sehingga pada saatnya
nanti perguruan tinggi menjadi mandiri. Selain figrguruan tinggi perlu dipacu untuk
mampu bersaing dengan lembaga lain dengan mengedapaspek kualitas yang ideal

di masa mendatang.

D. Kesimpulan

Sebagai penutup tulisan ini dapat dikemukakan balemsbangunan nasional di
masa mendatang sangat memerlukan SDM yang mengtkiakipuan akademik dan
profesional berkualitas. Pendidikan yang berkual{fgzendidikan tinggi) adalah kunci
untuk menghasilkan SDM yang berkualitas pula. Rgasmya, kualitas pendidikan
tinggi di Indonesia masih belum memenuhi tuntutaasyarakat Indonesia pada
khususnya dan masyarakat global pada umumnya. r~gktoyebabnya antara lain
karena kurang didukung oleh komponen-komponen penggaraan pendidikan yang
memadai, anggaran pemerintah yang terbatas, daedklgn sektor swasta kepada
bidang pendidikan tinggi kurang optimal. Oleh karén, kerjasama mutualisme antara
perguruan tinggi dengan sektor swasta untuk mesigdtaterbatasan anggaran
penyelenggaraan pendidikan tinggi perlu dilakukarasa optimal untuk meningkatkan
kualitas pendidikan tinggi, dan perlu membentukilgtir organisasi kerjasama antara
perguruan tinggi dengan sektor swasta secara permmdginmasa mendatang. Jika hal
tersebut dapat dilakukan secara baik, Insya Allahdmlikan tinggi akan semakin

berkualitas di masa mendatang.
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LAMPIRAN - Il

SALINAN KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 178/U/2001
TENTANG
GELAR DAN LULUSAN PERGURUAN TINGGI

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Bab VII Peraturan Pemerintah 60 tahun
1999 tentang Pendidikan Tinggi, dipandang perlu mengatur penetapan jenis gelar dan sebutan
sesuai dengan kelompok bidang ilmu;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 (Lembaran Negara Tahun
1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang
Pendidikan Tinggi ( Lembaran Negara Nomor 3859);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun
2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun
2001 Mengenai Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun
2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kedudukan Tugas,
Fungsi, Kewenang, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Departemen,;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG GELAR DAN
SEBUTAN LULUSAN PERGURUAN TINGGI.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Gelar akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan perguruan
tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.

2. Sebutan profesional adalah sebutan yang diberikan kepada lulusan
perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesional.

3. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada
penguasan ilmu pengetahuan dan pengetahuan.

4. Pendidikan dan profesional adalah pendidikan yang diarahkan
terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.

5. Program studi adalah merupakan pedoman penyelenggaraan pendidikan
Akademik dan/atau profesioal yang diselenggarakan atas dasar
kurikulum yang disusun oleh perguruan tinggi.

6. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional.

7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 2
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(1) Penetapan jenis gelar akademik dan sebutan profesional didasarkan
atas bidang keahlian.

(2) Bidang keahlian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk gelar
akademik merupakan program studi.

(3) Bidang keahlian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk sebutan
profesional merupakan program studi.

Pasal 3

(1) Gelar akademik dan sebutan profesional yang diberikan kepada
lulusan perguruan tinggi dicantumkan dalam ijazah.

(2) Dalam ijazah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan pula
nama program studi yang bersangkutan secara lengkap.

BAB Il
GELAR AKADEMIK DAN SEBUTAN PROFESIONAL

Pasal 4

(1) Yang berhak menggunakan gelar akademik adalah lulusan pendidikan
akademik dari Sekolah Tinggi, Institut atau Universitas.

(2) Yang berhak menggunakan sebutan profesional adalah lulusan
pendidikan profesional dari Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi,
Institut atau Universitas.

Pasal 5

(1) Yang berhak memberikan gelar akademik adalah Sekolah Tinggi,
Institut atau Universitas yang memenuhi persyaratan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Yang berhak memberikan sebutan profesional adalah Akademi,
Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut atau Universitas.

BAB I
JENIS GELAR AKADEMIK

Pasal 6
Gelar akademik terdiri atas Sarjana, Magister dan Doktor.

Pasal 7

Penggunaan gelar akademik Sarjana dan Magister ditempatkan di belakang nama yang berhak
atas gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf S., untuk Sarjana dan huruf M.
untuk Magister disertai singkatan nama kelompok bidang keahlian.

Pasal 8

Penetapan jenis gelar dan sebutan serta singkatannya sesuai dengan kelompok bidang ilmu
dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi bersamaan dengan pemberian ijin
pembukaan program studi berdasarkan usul dari perguruan tinggi yang bersangkutan sesuai
dengna norma dan kepatutan akademik.

Pasal 9

Gelar akademik Doktor disingkat Dr. ditempatkan di depan nama yang berhak atas gelar yang
bersangkutan.

BAB IV
JENIS SEBUTAN PROFESIONAL

22



Pasal 10
Penggunaan sebutan profesional dalam bentuk singkatan ditempatkan di belakang nama yang
berhak atas sebutan profesional yang bersangkutan.

Pasal 11
(1) Sebutan profesional lulusan Program Diploma terdiri atas :
a. Ahli Pratama untuk Program Diploma | disingkat A.P.
b. Ahli Muda untuk Program Diploma Il disingkat A.Ma.
c¢. Ahli Madya untuk Program Diploma Il disingkat A.Md.
d. Sarjana Sains Terapan untuk Program Diploma IV disingkat SST
(2) Singkatan sebutan profesional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditempatkan di
belakang nama yang berhak atas sebutan tersebut.

BAB V
PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK
DAN SEBUTAN PROFESIONAL

Pasal 12

(1) Gelar akademik dan sebutan profesional yang digunakan oleh yang
berhak menerima adalah satu gelar akademik dan/atau debutan
profesional jenjang tertinggi yang dimiliki oleh yang berhak.

(2) Gelar akademik dan sebutan profesional hanya digunakan atau
dicantumkan pada dokumen resmi yang berkaitan dengan kegiatan
akademik dan pekerjaan.

BAB VI
SYARAT PEMBERIAN GELAR AKADEMIK
DAN SEBUTAN PROFESIONAL

Pasal 13

Syarat pemberian gelar akademik dan sebutan profesional adalah :

1. Telah menyelesaikan semua kewajiban dan/atau tugas yang dibebankan
dalam mengikuti suatu program studi baik untuk pendidikan akademik
maupun pendidikan profesional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Telah menyelesaikan kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan
dengan program studi yang diikuti sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Telah dinyatakan lulus dari perguruan tinggi yang menyelenggarakan
pendidikan akademik dan/atau profesional.

BAB VII
GELAR DOKTOR KEHORMATAN

Pasal 14

Gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) dapat diberikan kepada seseorang yang
telah berjasa luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan
dan/atau kemanusiaan.

Pasal 15
(1) Syarat bagi calon penerima gelar Doktor kehormatan adalah :

1. memiliki gelar akademik sekurang-kurangnya Sarjana.

2. berjasa luar biasa dalam pengembangan suatu disiplin ilmu
pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan dan/atau
kemanusiaan.

(2) Syarat perguruan tinggi yang dapat memberikan gelar Doctor

Kehormatan adalah universitas dan institut yang memiliki wewenang
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menyelenggarakan Program Pendidikan Doktor sesuai ketentuan yang
berlaku.

Pasal 16
(1) Pemberian gelar Doktor Kehormatan dapat diusulkan oleh senat

fakultas dan dikukuhkan oleh senat universitas/institut yang

dimiliki wewenang.
(2) Pemberian gelar Doktor Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan tatacara yang berlaku di universitas/

institut yang bersangkutan.
(3) Pemberian gelar Doktor Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilaporkan oleh
Rektor kepada Menteri dengan disertai pertimbangan

lengkap atas karya atau jasa yang bersangkutan.

Pasal 17

Gelar Doktor kehormatan, disingkat Dr (H.C) ditempatkan di depan nama penerima hak atas
gelar tersebut dan hanya digunakan atau dicantumkan pada dokumen resma yang berkaitan
dengan kegiatan akademik dan pekerjaan.

BAB VIl
KETENTUAN LAIN

Pasal 18

Perguruan tinggi yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku tidak dibenarkan memberikan gelar akademik, sebutan
profesional dan/atau gelar doktor kehormatan.

Pasal 19

(1) Gelar akademik dan/atau sebutan profesional yang diperoleh secara
sah tidakdapat dicabut atau ditiadakan oleh siapapun.

(2) Keabsahan perolehan gelar akademik dan/atau sebutan profesional
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditinjau kembali karena
alasan akademik.

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur
oleh Direktur Jenderal.

Pasal 20

Penggunaan gelar akademik dan / atau sebutan profesional yang tidak sesuai dengan
Keputusan ini dikarenakan ancaman dipidana seperti dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56
Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pasal 21

(1) Gelar akademik dan sebutan profesional yang diberikan oleh
perguruan tinggi di luar negeri digunakan sesuai pola dan cara
pemakaian yang berlaku di negara yang bersangkutan dan tidak
dibenarkan untuk disesuaikan dan/atau diterjemahkan menjadi gelar
akademik dan/atau sebutan profesional sebagaimana diatur dalam
Keputusan ini.

(2) Gelar akademik dan sebutan profesional yang diberikan oleh
perguruan tinggi di luar negeri perlu pengesahan dari Departemen
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Pendidikan Nasional.

(3) Gelar akademik dan sebutan profesional lulusan perguruan tinggi di
Indonesia tidak dibenarkan untuk disesuaikan dan/atau
diterjemahkan menjadi gelar akademik dan/atau diterjemahkan
menjadi gelar akademik dan/atau sebutan profesional yang diberikan
oleh perguruan tinggi di luar negeri;

Pasal 22

Sebutan profesional yang dapat diberikan oleh perguruan tinggi di lingkungan Departemen
Pertahanan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

(1) Gelar akademik dan sebutan profesional seperti diatur dalam
keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

(2) Gelar akademik dan sebutan profesional yang diberikan oleh
perguruan tinggi di dalam negeri sebelum Keputusan ini berlaku
dapat tetap dipakai sebagaimanaadanya.

Pasal 24

Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor

036/U/1993 tentang Gelar dan Sebutan Lulusan Perguruan Tinggi dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2001

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
TTD
A.MALIK FAJAR
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